
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1336, 2018 KEMENHUB. NSPK OSS bidang Udara. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 90 TAHUN 2018 

TENTANG 

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA 

TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN  

DI BIDANG UDARA 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 

89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik, diperlukan pengaturan mengenai 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan 

Berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang 

Perhubungan Udara;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Norma, Standar, Prosedur, 

dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar 

Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5295); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6181); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
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Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG NORMA, 

STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN 

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR 

PERHUBUNGAN DI BIDANG UDARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 

komitmen. 

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan. 
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4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu. 

5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan 

pendaftaran. 

6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP 

adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh 

Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah 

melakukan Pendaftaran. 

8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha 

melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha 

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan 

komersial atau operasional dengan memenuhi 

persyaratan dan/atau komitmen. 

9. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali 

kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan 

untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional 

dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 

10. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 

Komersial atau Operasional. 

11. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya 

disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang 

digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan dan 

pengusahaan perizinan sektor perhubungan bidang 

udara. 
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12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara.  

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

14. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

 

BAB II 

JENIS PERIZINAN 

 

Pasal 2 

(1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang udara terdiri 

atas: 

a. Izin Usaha; dan 

b. Izin Komersial atau Operasional. 

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 

a. Izin usaha/kegiatan angkutan udara; 

b. Izin badan usaha bandar udara; dan 

c. Izin regulated agent/known consignor. 

(3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. persetujuan pengadaan pesawat udara; 

b. izin lokasi bandar udara umum; 

c. izin mendirikan bangunan bandar udara/khusus; 

d. izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat 

helikopter; 

e. persetujuan penambahan kapasitas angkutan 

udara; 

f. persetujuan terbang; 

g. persetujuan penunjukan kantor perwakilan 

perusahaan angkutan udara asing dana gen 

penjualan tiket perusahaan angkutan udara asing; 

h. perusahaan tanda daftar agen pengurus persetujuan 

terbang (flight approval) angkutan udara bukan 

niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan 

pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau 

melalui wilayah indonesia; 
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